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BUPATI KLUNGKUNG
PROVINSI BALI

PERATURAN BUPATI KLUNGKUNG
NOMOR 14 TAHUN 2025

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 16 TAHUN 2024 TENTANG

Menimbang :

Mengingat

RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2025

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KLUNGKUNG,

. bahwa dalam rangka merumuskan kebijakan dan prioritas

pembangunan daerah yang jelas, terukur, bertahap dan
berkesinambungan serta untuk menjamin agar kegiatan
pembangunan berjalan efektif, efisien, dan tepat sasaran
maka diperlukan suatu sistem perencanaan pembangunan
daerah;

.bahwa untuk melaksanakan sinkronisasi program dan

kegiatan pada rencana kerja perangkat daerah dengan
rencana kerja pemerintah daerah tahun 2025;

. bahwa Peraturan Bupati Nomor 16 Tahun 2024 tentang

Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun 2025 sudah tidak
sesuai dengan kondisi dan perkembangan hukum saat ini
sehingga perlu diubah;

. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud

dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan
Peraturan Bupati tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati
Nomor 16 Tahun 2024 tentang Rencana Kerja Perangkat
Daerah Tahun 2025;

Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik
Indonesia Tahun 1945;

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah
beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6
Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah
Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang
Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2023  Nomor 41, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);



3. Undang-Undang Nomor 78 Tahun 2024 tentang Kabupaten
Klungkung di Provinsi Bali (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2024 Nomor 264, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 7015);

4. Peraturan Bupati Nomor 16 Tahun 2024 tentang Rencana

Menetapkan :

Be
20

Kerja Perangkat Daerah Tahun 2025 (Berita Daerah
Kabupaten Klungkung Tahun 2024 Nomor 16);
MEMUTUSKAN:
PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS
PERATURAN BUPATI NOMOR 16 TAHUN 2024 TENTANG
RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2025.
Pasal I

berapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Nomor 16 Tahun
24 tentang Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun 2025 (Berita

Daerah Kabupaten Klungkung Tahun 2024 Nomor 16) diubah
sebagai berikut:

3l

10.

11.

Ketentuan Lampiran I diubah sehingga menjadi sebagaimana
tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak
terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Ketentuan Lampiran II diubah sehingga menjadi sebagaimana
tercantum dalam Lampiran Il yang merupakan bagian tidak
terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Ketentuan Lampiran III diubah sehingga menjadi sebagaimana
tercantum dalam Lampiran Il yang merupakan bagian tidak
terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Ketentuan Lampiran IV diubah sehingga menjadi sebagaimana
tercantum dalam Lampiran IV yang merupakan bagian tidak
terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Ketentuan Lampiran V diubah sehingga menjadi sebagaimana
tercantum dalam Lampiran V yang merupakan bagian tidak
terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Ketentuan Lampiran VI diubah sehingga menjadi sebagaimana
tercantum dalam Lampiran VI yang merupakan bagian tidak
terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Ketentuan Lampiran VII diubah sehingga menjadi sebagaimana
tercantum dalam Lampiran VII yang merupakan bagian tidak
terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Ketentuan Lampiran VIII diubah sehingga menjadi
sebagaimana tercantum dalam Lampiran VIII yang merupakan
bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Ketentuan Lampiran IX diubah sehingga menjadi sebagaimana
tercantum dalam Lampiran IX yang merupakan bagian tidak
terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Ketentuan Lampiran X diubah sehingga menjadi sebagaimana
tercantum dalam Lampiran X yang merupakan bagian tidak
terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Ketentuan Lampiran XI diubah sehingga menjadi sebagaimana
tercantum dalam Lampiran XI yang merupakan bagian tidak
terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.



12,

13.

14.

15.

16.

17.

18.

19,

20.

21.

22.

23.

24.

25.

26.

27,

28.

29.

Ketentuan Lampiran XII diubah sehingga menjadi sebagaimana
tercantum dalam Lampiran XII yang merupakan bagian tidak
terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Ketentuan Lampiran XIII diubah sehingga menjadi
sebagaimana tercantum dalam Lampiran XIII yang merupakan
bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Ketentuan Lampiran XIV  diubah sehingga menjadi
sebagaimana tercantum dalam Lampiran XIV yang merupakan
bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Ketentuan Lampiran XV diubah sehingga menjadi sebagaimana
tercantum dalam Lampiran XV yang merupakan bagian tidak
terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Ketentuan Lampiran XVI diubah sehingga menjadi
sebagaimana tercantum dalam Lampiran XVI yang merupakan
bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Ketentuan Lampiran XVII diubah sehingga menjadi
sebagaimana tercantum dalam Lampiran XVII yang merupakan
bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Ketentuan Lampiran XVIII diubah sehingga menjadi
sebagaimana tercantum dalam Lampiran XVIII yang
merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
Ketentuan Lampiran XIX diubah sehingga menjadi
sebagaimana tercantum dalam Lampiran XIX yang merupakan
bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Ketentuan Lampiran XX diubah sehingga menjadi sebagaimana
tercantum dalam Lampiran XX yang merupakan bagian tidak
terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Ketentuan Lampiran XXI diubah sehingga menjadi
sebagaimana tercantum dalam Lampiran XXI yang merupakan
bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Ketentuan Lampiran XXII diubah sehingga menjadi
sebagaimana tercantum dalam Lampiran XXII yang merupakan
bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Ketentuan Lampiran XXIII diubah sehingga menjadi
sebagaimana tercantum dalam Lampiran XXIII yang
merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
Ketentuan Lampiran XXIV diubah sehingga menjadi
sebagaimana tercantum dalam Lampiran XXIV yang
merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
Ketentuan Lampiran XXV diubah sehingga menjadi
sebagaimana tercantum dalam Lampiran XXV yang merupakan
bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Ketentuan Lampiran XXVI diubah sehingga menjadi
sebagaimana tercantum dalam Lampiran XXVI yang
merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
Ketentuan Lampiran XXVII diubah sehingga menjadi
sebagaimana tercantum dalam Lampiran XXVII yang
merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
Ketentuan Lampiran XXVIII diubah sehingga menjadi
sebagaimana tercantum dalam Lampiran XXVIII yang
merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
Ketentuan Lampiran XXIX diubah sehingga menjadi
sebagaimana tercantum dalam Lampiran XXIX yang
merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.



30. Ketentuan Lampiran XXX diubah sehingga menjadi
sebagaimana tercantum dalam Lampiran XXX yang merupakan
bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

31.Ketentuan Lampiran XXXI diubah sehingga menjadi
sebagaimana tercantum dalam Lampiran XXXI yang
merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 11
Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan
Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah
Kabupaten Klungkung.
Ditetapkan di Semarapura

_pada tanggal 10 Juli 2025
7. BUPATEKLUNGKUNG,

‘, } %; e}
AN GISIDE LESMANA

AR -?ﬁ KLUNGKUNG TAHUN 2025 NOMOR 16




KATA PENGANTAR

Puji syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa atas terselesaikannya penyusunan Perubahan
Rencana Kerja Tahun 2025 Sekretariat Daerah Kabupaten Klungkung. Rencana Kerja ini
merupakan penjabaran dari Rencana Strategis Sekretariat Daerah Kabupaten Klungkung Tahun
2025- 2029, yang merupakan pedoman utama perencanaan kegiatan Sekretariat Daerah Kab.
Klungkung.

Dengan dibagi-baginya tahapan-tahapan pembangunan dengan kurun waktu yang lebih
pendek, yaitu tahunan, diharapkan rencana kerja ini dapat digunakan sebagai pedoman
penganggaran maupun pelaksanaan.

Akhirnya kepada semua pihak yang telah membantu tersusunnya Rencana Kerja
Sekretariat Daerah Kab. Klungkung ini disampaikan terima kasih.

x BUPATI KLUNGKUNG, &~
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LAMPIRAN I

PERATURAN BUPATI KABUPATEN
KLUNGKUNG

NOMOR 14 TAHUN 2025

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN
BUPATI NOMOR 16 TAHUN 2024
TENTANG RENCANA KERJA
PERANGKAT DAERAH TAHUN 2025

Rencana Kerja Perubahan Sekretariat Daerah

Kabupaten Klungkung Tahun 2025

BABI
PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Penyusunan Perubahan Rencana Kerja SKPD merupakan bentuk pelaksanaan Undang-
Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional. Undang-
undang ini secara substansi mengamanatkan penyusunan Perubahan Rencana Kerja Satuan Kerja
Perangkat Daerah (Perubahan Renja SKPD) untuk penyesuaian perencanaan tahunan dan juga
sebagai dasar penyusunan Rencana Kerja Anggaran Perubahan (RKAP) SKPD, serta untuk
mendukung suksesnya pencapaian sasaran pembangunan daerah sebagaimana yang telah disusun
dalam Rancangan Perubahan Rencana Kerja Pembangunan Daerah (Perubahan RKPD).
Perubahan Renja Sekretariat Daerah Kabupaten Klungkung adalah dokumen perencanaan untuk
penyesuaian perencanaan tahunan Sekretariat Daerah Kabupaten Klungkung yang mengacu pada
Peraturan Bupati Klungkung Nomor 30 Tahun 2022 Tentang Penetapan Rencana Kerja
Sekretariat Daeraah Kabupaten Klungkung Tahun 2024.

Proses penyusunan Perubahan Renja Sekretariat Daerah Tahun 2025 adalah melalui tahap
Penyusunan Rancangan Perubahan Renja, Penyusunan Rancangan Akhir Perubahan Renja dan
Penetapan Perubahan Renja Sekretariat Daerah tahun 2025.

Perubahan Renja Sekretariat Daerah Kabupaten Klungkung Tahun 2025 memuat program,
kegiatan, lokasi, dan kelompok sasaran yang disertai indikator kinerja dan pendanaan sesuai
dengan tugas dan fungsi Sekretariat Daerah. Perubahan Renja didasarkan pada hasil evaluasi
Renja Sekretariat Daerah sampai dengan Triwulan II Tahun 2025. Dokumen Perubahan Renja
Sekretariat Daerah Tahun 2025 disusun dengan berpedoman pada Perubahan Rencana Kerja
Pemerintah Daerah Kabupaten Klungkung Tahun 2025 dan mengacu pada Renstra Sekretariat
Daerah Tahun 2029-2029 khususnya rencana pada tahun pertama.



Perubahan Renja Sekretariat Daerah Kabupaten Klungkung Tahun 2025 disusun sebagai

bahan penyusunan Perubahan RAPBD Tahun 2025 dan menjadi acuan penyusunan Perubahan

RKA Sekretariat Daerah Tahun Anggaran 2025 dengan memperhatikan dimensi waktu serta

permasalahan-permasalahan yang berkembang pada masa yang akan datang sehingga dapat

memberikan dampak yang optimal dalam mewujudkan tujuan Sekretariat Daerah Kabupaten

Klungkung yaitu “meningkatkan akuntabilitas kinerja pemerintah kabupaten klungkung”.

1.2. Dasar Hukum Penyusunan

Dasar hukum penyusunan Perubahan Renja Sekretariat Daerah Kabupaten Klungkung

Tahun 2025 adalah :

1)

2)

3)

4)

S)

6)

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 164, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4421);

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-
Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang- undang Nomor 23
Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara
Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4817);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan
Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan
Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan
Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan

Daerah;

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara
Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi
Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan
Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana
Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah,

Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah,;

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2019 Tentang Pengelolaan

Keuangan Daerah,;



7) Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 TAHUN 2014 Tentang Sistem

Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah,;

8) Peraturan Mentri Dalam Negri Republik Indonesia Nomor 98 Tahun 2018 Tentang Sistem

Informasi Pembangunan Daerah;

9) Peraturan Daerah Kabupaten Klungkung Nomor 2 Tahun 2019 tentang Rencana
Pembangunan Jangka Mengenah Daerah Semesta Berencana Tahun 2018-2023;

10) Peraturan Bupati Klungkung Nomor 79 Tahun 2019 tentang Penetapan Rencana Kerja
Perangkat Daerah Kabupaten Klungkung Tahun 2020;

11) Peraturan Bupati Nomor 33 tahun 2019 tentang peribahan atas Peraturan Bupati nomor 43

tahun 2018 tentang Penetapan Rencana Kerja Sekretariat Daerah Kab. Klungkung;

12) Peraturan Bupati Klungkung Nomor 29 Tahun 2019 tentang Penetapan Rencana Strategis
Perangkat Daerah Kabupaten Klungkung Tahun 2018- 2023;

13) Peraturan Bupati Klungkung Nomor 35 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan
Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Perangkat Daerah (Berita Daerah Tahun 2016
Nomor 35).

14) Peraturan Bupati Nomor 70 Tahun 2019 tentang perubahan atas Peraturan Bupati Nomor 35
Tahun 2016 tentang Kedudukan Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja
Perangkat Daerah.

15) Peraturan Bupati Klungkung Nomor 25 Tahun 2023 tentang Rencana Kerja Pemerintah

Daerah Semesta Berencana Tahun 2024.

1.3. Maksud dan Tujuan
Maksud penyusunan Perubahan Renja Sekretariat Daerah Kabupaten Klungkung Tahun
2025 adalah sebagai pedoman penyusunan RKA Perubahan Sekretariat Daerah Tahun Anggaran
2025 dan sebagai tolak ukur penilaian kinerja Sekretariat Daerah Kabupaten Klungkung pada
Tahun 2025
Tujuan penyusunan Renja Perubahan Sekretariat Daerah Kabupaten Klungkung
Tahun 2025 adalah :
a. Untuk merumuskan program, dan kegiatan pembangunan yang sesuai dengan tugas dan
fungsi Sekretariat Daerah Kabupaten Klungkung selama tahun 2025
b. Mewujudkan sinergitas antara perencanaan dan penganggaran.

c. Menciptakan efisiensi alokasi sumber daya dalam perencanaan pembangunan daerah.

1.4. Sistematika Penulisan
Perubahan Rencana Kerja Sekretariat Daerah Kabupaten Klungkung Tahun 2025 disusun

dengan sistematika sebagai berikut :



BABI PENDAHULUAN
Menjelaskan gambaran umum penyusunan rancangan Renja secara ringkas yang
mencakup, antara lain :

1.1 Latar belakang penyusunan Perubahan Renja Sekretariat Daerah Kabupaten
Klungkung, proses penyusunan Perubahan Renja, Keterkaitan antara Perubahan
Renja dengan Perubahan RKPD, Renstra Badan Perencanaan, Penelitian serta tidak
lanjutnya dengan proses penyusunan RAPBD Perubahan.

1.2 Landasan Hukum yang memuat penjelasan tentang undang-undang, peraturan
pemerintah, peraturan daerah dan ketentuan peraturan lainnya yang mengatur
tentang SOTK, kewenangan serta pedoman yang dijadikan acuan dalam penyusunan
perencanaan dan penganggaran.

1.3 Maksud dan Tujuan dari peyusunan Perubahan Renja.

1.4 Sistematika Penulisan yang menguraikan pokok bahasan dalam penulisan
Perubahan Renja, serta susunan garis besar isi dokumen.

BABII EVALUASI PELAKSANAAN RENJA SKPD SAMPAI TRIWULAN II TAHUN 2025

2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja SKPD sampai Triwulan I
Menggambarkan kajian (review) terhadap hasil evaluasi Renja Sekretariat Daerah
sampai Triwulan I mengacu pada APBD dan perkiraan capaian tahun berjalan.

2.2 Analisis Kinerja Pelayanan SKPD
Meguraikan permasalahan-permasalahan dalam pelaksanaan program dan kegiatan
dalam mencapai target kinerja.

2.3 Isu-Isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi SKPD yang menguraikan isu-
isu strategis yang dihadapi Sekretariat Daerah saat ini.

BAB III RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

3.1 Telaahan terhadap Kebijakan Nasional menguraikan Pembangunan Nasional untuk
memenuhi Nawa Cita

3.2 Tujuan dan Sasaran Renja SKPD

3.3 Program dan Kegiatan

BAB IV PENUTUP
Menjelaskan Catatan Penting yang Perlu Mendapat Perhatian, Kaidah Pelaksanaan,

dan Rencana Tindak lanjut.



BABII

EVALUASIPELAKSANAAN RENJA SEKRETARIAT DAERAH SAMPAI
DENGAN TRIWULANITAHUN 2025

2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja Sekretariat Daerah Sampai Triwulan I dan Capaian Renstra
Sekretariat Daerah

Sebagaimana amanat Peraturan Pemerintah Nomor 8 tahun 2008 tentang Tahapan, Tata
Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah,
setiap dokumen perencanaan harus dievaluasi dalam pelaksanaannya, demikian halnya dengan
Renja Sekretariat Daerah Kabupaten Klungkung Tahun 2025. Evaluasi terhadap Renja
Sekretariat Daerah Kabupaten Klungkung Tahun 2025 meliputi 3 (tiga) hal, yaitu kebijakan
perencanaan program & kegiatan, pelaksanaan rencana program & kegiatan, dan hasil rencana
program & kegiatan dikaitkan dengan pencapaian target Renstra Sekretariat Daerah Tahun 2024-
2026.

Evaluasi pelaksanaan Renja Sekretariat Daerah Kabupaten Klungkung s.d. Triwulan I

tahun 2025 adalah sebagaimana tersaji dalam table 2.1 berikut.



Tabel 2.1

Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja SKPD dan Pencapaian Renstra SKPD s/d Triwulan I Tahun 2025

Sekretariat Daerah Kabupaten Klungkung

Target Realls'aﬁ Realisasi Kinerja Pada Tingkat
Renstra Capaian Triwulan Capaian
Kinerja " " M
SKPD Renstra Tingkat Capaian Kinerja &
Urusan/Bidang Pada SKPD s./d. Target Kinerja & Anggaran Realisasi Capaian Kinerja dan Kinerja & Realisasi Kinerja & Anggaran Realisasi
Urusan Indikator Kinerja Program Tahun Ren’a; ) Renja SKPD Tahun Berjalan Anggaran Renja SKPD Yang Anggaran Renja Renstra SKPD s/d Tahun Anggaran Unit SKPD
Kode Pemerintahan (Outcome) / Kegiatan(Output) 2023 SKISD Yang Dievaluasi 2025 Dievaluasi (2025) SKPD Yang Berjalan (2025) Renstra Penanggung Ket.
Daerah dan Program (AKhir Tahun 1 Dievaluasi (2025) SKPD s/d Jawab
/ Kegiatan Periode Lalu Tahun 2025
Renstra) 024) (%)
K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21

Perencanaan,
Penganggaran, dan
Evaluasi Kinerja

Presentase Capaian Kinerja
Perangkat Daerah

Perangkat Daerah

1 2,01 Penyusunan Dokumen Jumlah Dokumen Perencanaan
Perencanaan Perangkat Daerah
Perangkat Daerah

1 2,01 Evaluasi Kinerja Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja
Perangkat Daerah Perangkat Daerah

1 2,02 Administrasi Persentase Laporan Keuangan
Keuangan Perangkat Terkirim Tepat Waktu
Daerah

1 2,02 Penyediaan Gaji dan Jumlah Orang yang Menerima
Tunjangan ASN Gaji dan Tunjangan ASN

1 2,02 Koordinasi dan Jumlah Laporan Keuangan

Penyusunan Laporan
Keuangan Bulanan/
Triwulanan/
Semesteran SKPD

Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran
SKPD dan Laporan Koordinasi
Peny Laporan K
Bulanan/Triwulanan/Semesteran
SKPD

23.448.465,00

3.156.000,00

3.156.000,00

3.156.000,00

15.283.925,00

3.156.000,00

3.156.000,00

3.156.000,00

8.164.540,00

0,00

0,00

0,00

26.124.918.424,00

5.453.104.330,00

5.453.104.330,00

5.453.104.330,00

26.098.246.644,00

5.441.807.330,00

5.441.807.330,00

5.441.807.330,00

26.671.780,00

11.297.000,00

11.297.000,00

11.297.000,00

Kepala Bagian
Umum
Sekretariat
Daerah

JF. Perencana
Ahli Muda

RENJA

JF. Perencana
Ahli Muda

RENJA

Kepala Bagian
Umum
Sekretariat
Daerah

RENJA

Analis Sumber
Daya Manusia
Ahli Muda

RENJA

Analis Sumber
Daya Manusia
Ahli Muda

RENJA




Kepala Bagian
Umum
Sekretariat
Daerah

RENJA

Analis Sumber
Daya Manusia
Ahli Muda

RENJA

Kepala Bagian
Umum
Sekretariat
Daerah

RENJA

Analis
Kebijakan
Ahli Muda

RENJA

Analis
Kebijakan
Ahli Muda

RENJA

Analis
Kebijakan
Ahli Muda

RENJA

Analis
Kebijakan
Ahli Muda

RENJA

Analis Sumber
Daya Manusia
Ahli Muda

RENJA

Kepala Bagian
Umum
Sekretariat
Daerah

RENJA

Analis
Kebijakan
Ahli Muda

RENJA

Kepala Bagian
Umum
Sekretariat
Daerah

RENJA

Analis
Kebijakan
Ahli Muda

RENJA

Kepala Bagian
Umum
Sekretariat
Daerah

RENJA

2,05 Administrasi Presentase Pendataan dan 100,00 364.078.686,00 24,99 90.914.328,00 24,99 90.914.328,00 24,99 24,97 24,99 90.914.328,00
Kepegawaian Pengolahan Administrasi
Perangkat Daerah Kepegawaian

2,05 3 | Pendataan dan Jumlah Dokumen Pendataan dan 60,00 364.078.686,00 23,00 90.914.328,00 23,00 90.914.328,00 38,33 24,97 23,00 90.914.328,00
Pengolahan Pengolahan Administrasi
Administrasi Kepegawaian
Kepegawaian

2,06 Administrasi Umum Presentase Pemenuhan Peralatan 100,00 6.998.722.650,00 24,99 945.881.009,00 24,99 945.881.009,00 24,99 13,52 24,99 945.881.009,00
Perangkat Daerah dan Perlengkapan Kantor

2,06 2 | Penyediaan Peralatan Jumlah Paket Peralatan dan 12,00 3.720.860.100,00 2,00 649.226.157,00 2,00 649.226.157,00 16,67 17,45 2,00 649.226.157,00
dan Perlengkapan Perlengkapan Kantor yang
Kantor Disediakan

2,06 4 Penyediaan Bahan Jumlah Paket Bahan Logistik 1,00 18.750.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Logistik Kantor Kantor yang Disediakan

2,06 8 | Fasilitasi Kunjungan Jumlah Laporan Fasilitasi 12,00 735.315.800,00 2,00 43.573.500,00 2,00 43.573.500,00 16,67 5,93 2,00 43.573.500,00
Tamu Kunjungan Tamu

2,06 9 | Penyelenggaraan Jumlah Laporan Penyelenggaraan 24,00 2.503.396.000,00 4,00 243.105.852,00 4,00 243.105.852,00 16,67 9,71 4,00 243.105.852,00
Rapat Koordinasi dan Rapat Koordinasi dan Konsultasi
Konsultasi SKPD SKPD

2,06 10 | Penatausahaan Arsip Jumlah Dokumen Penatausahaan 2,00 20.400.750,00 1,00 9.975.500,00 1,00 9.975.500,00 50,00 48,90 1,00 9.975.500,00
Dinamis pada SKPD Arsip Dinamis pada SKPD

2,07 Pengadaan Barang Persentase Pemenuhan Pengadaan 100,00 2.769.863.068,00 24,99 199.512.355,00 24,99 199.512.355,00 24,99 7,20 24,99 199.512.355,00
Milik Daerah Sarana dan Prasaranan Gedung
Penunjang Urusan dari Pengadaan Baru
Pemerintah Daerah

2,07 10 Pengadaan Sarana dan Jumlah Unit Sarana dan Prasarana 3,00 2.769.863.068,00 1,00 199.512.355,00 1,00 199.512.355,00 3333 7,20 1,00 199.512.355,00
Prasarana Gedung Gedung Kantor atau Bangunan
Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan
Lainnya

2,09 Pemeliharaan Barang Persentase Kendaraan Dinas dan 100,00 907.756.408,00 24,99 105.023.240,00 24,99 105.023.240,00 24,99 11,57 24,99 105.023.240,00
Milik Daerah Jabatan
Penunjang Urusan
Pemerintahan Daerah

2,09 1 Penyediaan Jasa Jumlah Kendaraan Perorangan 5,00 907.756.408,00 1,00 105.023.240,00 1,00 105.023.240,00 20,00 11,57 1,00 105.023.240,00
Pemeliharaan, Biaya Dinas atau Kendaraan Dinas
Pemeliharaan, dan Jabatan yang Dipelihara dan
Pajak Kendaraan dibayarkan Pajaknya
Perorangan Dinas atau
Kendaraan Dinas
Jabatan

2,11 Administrasi Presentase Pemenuhan Kebutuhan 100,00 2.133.724.736,00 24,99 341.146.484,00 24,99 341.146.484,00 24,99 15,99 24,99 341.146.484,00
Keuangan dan Pelayanan Keuangan
Operasional Kepala KDH/WKDH
Daerah dan Wakil
Kepala Daerah

2,11 1 Penyediaan Gaji dan Jumlah Orang yang Menerima 2,00 1.274.000.736,00 2,00 76.621.484,00 2,00 76.621.484,00 100,00 6,01 2,00 76.621.484,00
Tunjangan Kepala Gaji dan Tunjangan Kepala
Daerah dan Wakil Daerah dan Wakil Kepala Daerah
Kepala Daerah

2,11 2 | Penyediaan Pakaian Jumlah Paket Pakaian Dinas dan 16,00 168.724.000,00 16,00 112.650.000,00 16,00 112.650.000,00 100,00 66,77 16,00 112.650.000,00

Dinas dan Atribut
Kelengkapan Kepala
Daerah dan Wakil
Kepala Daerah

Atribut Kelengkapan Kepala
Daerah dan Wakil Kepala Daerah
yang Disediakan

Analis Sumber
Daya Manusia
Ahli Muda

RENJA

Analis
Kebijakan
Ahli Muda

RENJA




2,11 Pelaksanaan Medical Jumlah Orang yang Mengikuti 2,00 16.000.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Analis RENJA
Check Up Kepala Medical Check Up Kepala Daerah Kebijakan
Daerah dan Wakil dan Wakil Kepala Daerah Ahli Muda
Kepala Daerah
2,11 Penyediaan Dana Jumlah Orang yang Menerima 2,00 675.000.000,00 2,00 151.875.000,00 2,00 151.875.000,00 100,00 22,50 2,00 151.875.000,00 Analis RENJA
Penunjang Dana Penunjang Operasional Kebijakan
Operasional Kepala Kepala Daerah dan Wakil Kepala Ahli Muda
Daerah dan Wakil Daerah
Kepala Daerah
2,12 Fasilitasi Presentase Pemenuhan Kebutuhan 100,00 839.542.550,00 24,99 79.999.150,00 24,99 79.999.150,00 24,99 9,53 24,99 79.999.150,00 Kepala Bagian RENJA
Kerumahtanggaan Kerumah Tanggan Sekretariat Umum
Sekretariat Daerah Daerah Sekretariat
Daerah
2,12 Penyediaan Jumlah Paket Kebutuhan Rumah 12,00 479.864.050,00 2,00 79.999.150,00 2,00 79.999.150,00 16,67 16,67 2,00 79.999.150,00 Analis RENJA
Kebutuhan Rumah Tangga Kepala Daerah yang Kebijakan
Tangga Kepala Disediakan Ahli Muda
Daerah
2,12 Penyediaan Jumlah Paket Kebutuhan Rumah 12,00 359.678.500,00 1,00 0,00 1,00 0,00 8,33 0,00 1,00 0,00 Analis RENJA
Kebutuhan Rumah Tangga Wakil Kepala Daerah Kebijakan
Tangga Wakil Kepala yang Disediakan Ahli Muda
Daerah
2,13 Penataan Organisasi Persentase Rencana Aksi RB 95,00 332.611.600,00 86,94 10.015.180,00 86,94 10.015.180,00 91,52 3,01 86,94 10.015.180,00 Kepala Bagian RENJA
Terealisasi Organisasi
2,13 Peningkatan Kinerja Jumlah Dokumen Peningkatan 2,00 332.611.600,00 1,00 10.015.180,00 1,00 10.015.180,00 50,00 3,01 1,00 10.015.180,00 Kepala Bagian RENJA
dan Reformasi Kinerja dan Reformasi Birokrasi Organisasi
Birokrasi
2,14 Pelaksanaan Protokol Persentase Pemenuhan Kebutuhan 100,00 3.165.475.176,00 100,00 395.088.552,00 100,00 395.088.552,00 100,00 12,48 100,00 395.088.552,00 Kepala Bagian RENJA
dan Komunikasi Layanan Pimpinan Daerah Protokol dan
Pimpinan Komunikasi
Pimpinan
Sekretariat
Daerah
Kabupaten
Klungkung
2,14 Fasilitasi Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi 12,00 491.750.188,00 3,00 57.107.284,00 3,00 57.107.284,00 25,00 11,61 3,00 57.107.284,00 Kepala Sub RENJA
Keprotokolan Keprotokolan Bagian
Protokol
2,14 Fasilitasi Komunikasi Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi 12,00 2.650.578.188,00 3,00 315.231.768,00 3,00 315.231.768,00 25,00 11,89 3,00 315.231.768,00 Jabatan RENJA
Pimpinan Komunikasi Pimpinan Fungsional
Pranata
Hubungan
Masyarakat
Ahli Muda
2,14 Pendokumentasian Jumlah Laporan 12,00 23.146.800,00 3,00 22.749.500,00 3,00 22.749.500,00 25,00 98,28 3,00 22.749.500,00 Jabatan RENJA
Tugas Pimpinan Pendokumentasian Tugas Fungsional
Pimpinan Pranata
Hubungan
Masyarakat
Ahli Muda
Total Rata-rata Capaian Kinerja dan Anggaran Dari Seluruh Kegiatan (%) 39,15 13,26
Predikat Kinerja Dari Seluruh Kegiatan SR SR
PROGRAM Terwujudnya masyarakat yang 60,00 1.852.247.598,00 0,00 90.628.860,00 0,00 90.628.860,00 100,00 4,89 0,00 90.628.860,00 Kepala Bagian RENJA
PEMERINTAHAN sadar hukum tertib dan taat Hukum
DAN hukum
KESEJAHTERAAN
RAKYAT Terwujudnya Masyarakat yang 60,00 0,00 0,00 0,00 RENJA
Sadar, Tertib dan Taat Hukum
2,01 Administrasi Tata Tepenuhinya Adminisasi Tata 100,00 290.090.480,00 25,00 22.245.540,00 25,00 22.245.540,00 25,00 7,67 25,00 22.245.540,00 Sekretaris RENJA
Pemerintahan Pemerintahan Daerah
Kabupaten
Klungkung




2,01 Penataan Administrasi Jumlah Dokumen Hasil Penataan 2,00 222.070.980,00 2,00 22.245.540,00 2,00 22.245.540,00 100,00 22.245.540,00 Kepala Bagian RENJA
Pemerintahan Administrasi Pemerintahan Pemerintahan
dan
Kesejahteraan
Setda
Kabupaten
Klungkung
2,01 Pengelolaan Jumlah Dokumen Hasil 1,00 5.026.100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Kepala Bagian RENJA
Administrasi Pengelolaan Administrasi Pemerintahan
Kewilayahan Keilayahan dan
Kesejahteraan
Setda
Kabupaten
Klungkung
2,01 Fasilitasi Pelaksanaan Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi 2,00 62.993.400,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Kepala Bagian RENJA
Otonomi Daerah Pelaksanaan Otonomi Daerah Pemerintahan
dan
Kesejahteraan
Setda
Kabupaten
Klungkung
2,02 Pelaksanaan Terlaksananya Kebijakan 100,00 899.936.222,00 16,67 6.473.628,00 16,67 6.473.628,00 6.473.628,00 Sekretaris RENJA
Kebijakan Kesejahteraan Rakyat Daerah
Kesejahteraan Rakyat Kabupaten
Klungkung
2,02 Fasilitasi Pengelolaan Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi 896.754.962,00 25,00 6.473.628,00 25,00 6.473.628,00 6.473.628,00 Kepala Bagian RENJA
Bina Mental Spiritual Pengelolaan Bina Mental Spiritual Pemerintahan
dan
Kesejahteraan
Setda
Kabupaten
Klungkung
2,02 Pelaksanaan Jumlah Dokumen Hasil 1,00 1.057.560,00 0,25 0,00 0,25 0,00 25,00 0,00 0,25 0,00 Kepala Bagian RENJA
Kebijakan, Evaluasi, Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Pemerintahan
dan Capaian Kinerja Kinerja Terkait Kesejahteraan dan
Terkait Kesejahteraan Sosial yang Meliputi Urusan Kesejahteraan
Sosial Sosial, Transmigrasi, Kesehatan, Setda
Pemberdayaan Perempuan dan Kabupaten
Perlindungan Anak, Administrasi Klungkung
Kependudukan Dan Pencatatan
Sipil, Pemberdayaan Masyarakat
dan Desa, Pengendalian Penduduk
dan KB
2,02 Pelaksanaan Jumlah Dokumen Hasil 1,00 2.123.700,00 0,25 0,00 0,25 0,00 25,00 0,00 0,25 0,00 Kepala Bagian RENJA
Kebijakan, Evaluasi, Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Pemerintahan
dan Capaian Kinerja Kinerja Terkait Kesejahteraan dan
Terkait Kesejahteraan Masyarakat yang Meliputi Urusan Kesejahteraan
Masyarakat Kepemudaan dan Olahraga, Setda
Pariwisata, Pendidikan, Kabupaten
Kebudayaan, Perpustakaan, Klungkung
Kearsipan, Trantibum Linmas
2,03 Fasilitasi dan Optimalnya Penyusunan Produk 100,00 638.989.506,00 42,00 61.909.692,00 42,00 61.909.692,00 42,00 9,69 42,00 61.909.692,00 Kepala Bagian RENJA
Koordinasi Hukum Hukum Daerah Hukum
2,03 Fasilitasi Penyusunan Jumlah Produk Hukum Daerah 250,00 266.232.070,00 105,00 29.262.436,00 105,00 29.262.436,00 42,00 10,99 105,00 29.262.436,00 Kepala Bagian RENJA
Produk Hukum yang disusun Hukum
Daerah
2,03 Fasilitasi Bantuan Desa Sadar hukum yang 60,00 345.915.668,00 0,00 29.173.628,00 0,00 29.173.628,00 0,00 8,43 0,00 29.173.628,00 Kepala Bagian RENJA
Hukum dievaluasi Hukum




2,03 Pendokumentasian Jumlah Produk hukum dan 250,00 26.841.768,00 60,00 3.473.628,00 60,00 3.473.628,00 3.473.628,00 Kepala Bagian RENJA
Produk Hukum dan Pengelolaan Informasi Hukum Hukum
Pengelolaan Informasi yang didokumentasikan
Hukum
2,04 Fasilitasi Kerja Sama Tepenuhinya Kebutuhan Kerja 100,00 23.231.390,00 16,67 0,00 16,67 0,00 Sekretaris RENJA
Daerah Sama Daerah Daerah
Kabupaten
Klungkung
2,04 Fasilitasi Kerja Sama Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi 12,00 22.683.210,00 2,00 0,00 2,00 0,00 Kepala Bagian RENJA
Dalam Negeri Kerja Sama Dalam Negeri Pemerintahan
dan
Kesejahteraan
Setda
Kabupaten
Klungkung
2,04 Fasilitasi Kerja Sama Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi 1,00 348.700,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Kepala Bagian RENJA
Luar Negeri Kerja Sama Luar Negeri Pemerintahan
dan
Kesejahteraan
Setda
Kabupaten
Klungkung
2,04 Evaluasi Pelaksanaan Jumlah Laporan Hasil Evaluasi 1,00 199.480,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Kepala Bagian RENJA
Kerja Sama Pelaksanaan Kerja Sama Pemerintahan
dan
Kesejahteraan
Setda
Kabupaten
Klungkung
Total Rata-rata Capaian Kinerja dan Anggaran Dari Seluruh Kegiatan (%) 25,09
Predikat Kinerja Dari Seluruh Kegiatan SR SR
PROGRAM Persentase capaian program 60,00 455.216.932,00 15,00 126.880.235,00 15,00 126.880.235,00 112,50 27,87 15,00 126.880.235,00 Kepala Bagian RENJA
PEREKONOMIAN riorotas Adminstrasi
DAN Indeks Tata Kelola Pengadaan 90,00 0,00 0,00 0,00 Pembangunan RENJA
PEMBANGUNAN Kabupaten Klungkung Perekonomian
dan SDA
2,01 Pelaksanaan Terpenuhinnya Layanan bidang 100,00 92.019.408,00 24,99 6.460.442,00 24,99 6.460.442,00 24,99 7,02 24,99 6.460.442,00 Kepala Bagian RENJA
Kebijakan Pembangunan dan Perekonomian Administrasi
Perekonomian (persen) Pembangunan
Perekonomian
dan SDA
2,01 Koordinasi, Laporan hasil Monitoring dan 6,00 46.204.420,00 1,50 250.000,00 1,50 250.000,00 25,00 0,54 1,50 250.000,00 Kepala Bagian RENJA
Sinkronisasi, Evaluasi Pelaksanaan Pengelolaan Administrasi
Monitoring dan BUMD dan BLUD Pembangunan
Evaluasi Kebijakan Perekonomian
Pengelolaan BUMD dan SDA
dan BLUD
2,01 Pengendalian dan Laporan hasil Pengawasan dan 4,00 39.549.978,00 1,00 6.210.442,00 1,00 6.210.442,00 25,00 15,70 1,00 6.210.442,00 Kepala Bagian RENJA
Distribusi Pengendalian Ketersediaan Administrasi
Perekonomian Pangan Pembangunan
Perekonomian
dan SDA
2,01 Perencanaan dan Laporan Penyaluran Kredit Usaha 4,00 6.265.010,00 1,00 0,00 1,00 0,00 25,00 0,00 1,00 0,00 Kepala Bagian RENJA
Pengawasan Ekonomi Rakyat Administrasi
Mikro Kecil Pembangunan
Perekonomian
dan SDA
2,02 Pelaksanaan Persentase Pelaksanaan 90,00 101.286.930,00 22,50 35.157.390,00 22,50 35.157.390,00 25,00 34,71 22,50 35.157.390,00 Kepala Bagian RENJA
Administrasi Pembangunan Daerah sesuai Administrasi
Pembangunan rencana Pembangunan
Perekonomian
dan SDA
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3 2,02 Fasilitasi Penyusunan Dokumen hasil Fasilitasi 2,00 13.605.400,00 0,48 8.515.180,00 0,48 8.515.180,00 24,00 62,59 0,48 8.515.180,00 Kepala Bagian RENJA
Program Penyusunan Program Administrasi
Pembangunan Pembangunan
Perekonomian
dan SDA
3 2,02 Pengendalian dan Laporan Hasil Pengendalian dan 12,00 13.190.340,00 3,00 290.000,00 3,00 290.000,00 25,00 2,20 3,00 290.000,00 Kepala Bagian RENJA
Evaluasi Program Evaluasi Pelaksanaan Administrasi
Pembangunan Pembangunan Pembangunan
Perekonomian
dan SDA
3 2,02 Pengelolaan Evaluasi Laporan Hasil Evaluasi dan 12,00 74.491.190,00 3,00 26.352.210,00 3,00 26.352.210,00 25,00 35,38 3,00 26.352.210,00 Kepala Bagian RENJA
dan Pelaporan Pelaksanaan Pembangunan Administrasi
Pelaksanaan Daerah Pembangunan
Pembangunan Perekonomian
dan SDA
3| 2,03 Pengelolaan Level Kematangan UKPBJ 4,00 240.840.496,00 3,00 79.801.961,00 3,00 79.801.961,00 75,00 33,13 3,00 79.801.961,00 Kepala Bagian RENJA
Pengadaan Barang Pengadaan
dan Jasa Barang/Jasa
3 ] 2,03 Pengelolaan Jumlah Dokumen Hasil 12,00 160.434.798,00 3,00 41.799.978,00 3,00 41.799.978,00 25,00 26,05 3,00 41.799.978,00 Koodinator RENJA
Pengadaan Barang Pengelolaan Pengadaan Barang Bidang
dan Jasa dan Jasa Pengelolaan
Pengadaan
Barang/Jasa
3 2,03 Pengelolaan Layanan Jumlah Dokumen Hasil Layanan 12,00 32.480.000,00 3,00 21.313.175,00 3,00 21.313.175,00 25,00 65,62 3,00 21.313.175,00 Koodinator RENJA
Pengadaan Secara Pengadaan Secara Elektronik Bidang
Elektronik Layanan
Pengadaan
Secara
Elektronik
3 ] 2,03 Pembinaan dan Jumlah Orang yang Mengikuti 120,00 47.925.698,00 5,00 16.688.808,00 5,00 16.688.808,00 4,17 34,82 5,00 16.688.808,00 Koodinator RENJA
Advokasi Pengadaan Pembinaan dan Advokasi Bidang
Barang dan Jasa Pengadaan Barang dan Jasa Pembinaan
dan Advokasi
Pengadaan
Barang/Jasa
3 2,04 Pemantauan Cakupan Fasilitasi kegiatan 100,00 21.070.098,00 25,00 5.460.442,00 25,00 5.460.442,00 25,00 25,92 25,00 5.460.442,00 Kepala Bagian RENJA
Kebijakan Sumber bidang Sumber Daya Alam Administrasi
Daya Alam (persen) Pembangunan
Perekonomian
dan SDA
3| 2,04 Koordinasi, Laporan Hasil Koordinasi 6,00 21.070.098,00 1,50 5.460.442,00 1,50 5.460.442,00 25,00 25,92 1,50 5.460.442,00 Kepala Bagian RENJA
Sinkronisasi dan sinkronisasi dan Evaluasi Administrasi
Evaluasi Kebijakan Kebijakan Sumber daya Alam Pembangunan
Energi dan Air Perekonomian
dan SDA
Total Rata-rata Capaian Kinerja dan Anggaran Dari Seluruh Kegiatan (%) 37,50 25,20
Predikat Kinerja Dari Seluruh Kegiatan SR SR
JUMLAH ANGGARAN DAN REALISASI DARI SELURUH PROGRAM DI BIDANG ‘ 0,00 ‘ ‘ 0,00 ‘ 45.967.606.293,00 ‘ 7.841.349.723,00 7.841.349.723,00 ‘ 7.841.349.723,00
Total Rata-rata Capaian Kinerja dan Anggaran Program Bidang Urusan (%) 102,85 17,06
Predikat Kinerja Program Bidang Urusan ST SR
JUMLAH ANGGARAN DAN REALISASI DARI SELURUH PROGRAM DI 0,00 0,00 45.967.606.293,00 7.841.349.723,00 7.841.349.723,00 7.841.349.723,00
SEKRETARIAT DAERAH
Total Rata-rata Capaian Kinerja dan Anggaran Dari Seluruh Program (%) 102,85 17,06
Predikat Kinerja Dari Seluruh Program ST SR
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Dari sebanyak 3 program dan 18 kegiatan yang terdapat pada Renja Sekretariat Daerah Tahun
2025, terdapat 6 kegiatan dibawah (50%) yang belum mencapai target kinerja yang

direncanakan.

Berdasarkan hasil evaluasi kinerja Renja Tahun 2025 dan triwulan I Tahun 2025
maka dibutuhkan adanya perubahan strategi pelaksanaan program dan kegiatan sebagai
penyesuaian terhadap perubahan kebijakan terkait kondisi keuangan daerah serta dalam

rangka mengoptimalkan dukungan terhadap capaian visi dan misi kepala daerah.

2.2. Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah

Kinerja pelayanan Sekretariat Daerah Kabupaten Klungkung dapat dilihat capaian kinerja
sasaran SKPD yang sekaligus telah ditetapkan sebagai IKU Sekretariat Daerah, yang
menggambarkan pelaksanaan tugas dan fungsi Sekretariat Daerah dalam mengoordinasikan
perencanaan, penelitian dan pengembangan di Kabupaten Klungkung. Telah ditetapkan satu

sasaran dengan satu indikator kinerja yang sekaligus merupakan IKU Perangkat Daerah.

Pentingnya pemantauan terhadap capaian kinerja Pemerintah Kabupaten Klungkung yang
dituangkan dalam Perjanjian Kinerja Kabupaten Klungkung merupakan salah satu indicator

kinerja yang dapat menggambarkan keberhasilan pelaksanaan tugas Sekretariat Daerah

Kabupaten Klungkung.
INDIKATOR Target
TUJUAN Cara Perhitungan
TUJUAN Tahun 2025
Terwujudnya tata Indeks Reformasi 89,7 Penilaian dari Kementrian PAN
kelola pemerintahan | Birokrasi RB
yang baik Kabupaten

Sumber : Bagian Organisasi Setda Kab. Klungkung, 2025

Selanjutnya pencapaian kinerja program kegiatan Sekretariat Daerah Kabupaten

Klungkung disajikan pada table 2.3 di bawah ini.
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Tabel 2.3
Realisasi Anggaran Sekretariat Daerah Kabupaten Klungkung 2024

Sasaran Program Anggaran (Rp) Realisasi (Rp) Sisa Anggaran Capaian Pelaksana
(Rp) Keuangan
(%)
Meningkatnya | Program 2.635.366.624,00 1.994.080.163,00 1.641.286.461,00 | 75,67 Bagian Pemerintahan dan
Layanan Pemerintahan Kesejahteraan Rakyat ,
Kebijakan dan Bagian Hukum dan Ham
Bidang Kesejahteraan
Pemerintahan | Rakyat
dan Kesra
Jumlah 2.635.366.624,00 1.994.080.163,00 1.641.286.461,00 | 75,67
Meningkatnya | Program 1.241.399.841,00 | 723.700.192,00 517.699.649,00 | 58,30 Bagian
Layanan Perekonomian PerekonomianAdministrasi
Kebijakan dan Pembangunan dan SDA
. danBagian PBJ
Bidang Pembangunan
Perekonomian
dan
Pembangunan
Jumlah 1.241.399.841,00 723.700.192,00 517.699.649,00 | 58,30
Meningkatnya | Program 40.798.778.040,00 | 34.059.799.241,00 | 6.738.978.799,00 | 51,02 Bagian Protokol dan
Akuntabilitas Penunjang Komunikasi Pimpinan,
Kinerja Urusan Bagian Umum dan Bagian
. Organisasi
Pemerintahan
Daerah
Kabupaten/Kota
Jumlah 40.798.778.040,00 | 34.059.799.241,00 | 6.738.978.799,00 | 51,02
Grand Total 44.675.544.505,00 | 36.777.579.596,00 | 7.897.964.909 82,32

Sumber : Sirenbangda, 2024

2.3. Isu-Isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi PD

Sekretariat Daerah adalah perangkat daerah yang menyelenggarakan fungsi penunjang
urusan bidang perencanaan dan bidang penelitian dan pengembangan. Dalam
menyelenggarakan fungsi perencanaan, Sekretariat Daerah memiliki peran sentral dalam
mewujudkan perencanaan pembangunan yang berkualitas dan memiliki fokus sasaran yang
jelas dan terukur. Sedangkan dalam menyelenggarakan fungsi penelitian dan pengembangan,

maka Sekretariat Daerah diharapkan mampu menyediakan rekomendasi kebijakan prioritas
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daerah yang harus dilakukan untuk mempercepat pencapaian tujuan dan sasaran pembangunan

secara efektif dan efisien.

Pelaksanaan tugas dan fungsi Sekretariat Daerah dalam empat tahun pelaksanaan Renstra

Sekretariat Daerah Tahun 2025-2029 mengalami kendala dan permasalahan yang menghambat

pencapaian target yang telah ditetapkan. Adapun permasalahan yang dihadapi dalam

penyelenggaraan tugas dan fungsi adalah sebagai berikut :

1. Permasalahan pada penyediaan data informasi perencanaan yaitu :

a)

b)

Perangkat daerah belum memiliki mekanisme pengumpulan data terkait tugas dan

fungsinya secara baku, sehingga ketersediaan data informasi masih belum optimal.

Belum terbangunnya system informasi pengelolaan data perencanaan secara baik
sehingga ketersediaan data informasi sesuai tugas dan fungsi perangkat daerah

belum optimal.

2. Permasalahan pada proses penyusunan perencanaan pembangunan daerah yaitu :

a)

b)

d)

Adanya keterlambatan dalam pelaksanaan tahapan penyusunan perencanaan.
Dalam tiga tahun pelaksanaan Renstra, masih terdapat keterlambatan pelaksanaan
tahapan kegiatan. Keterlambatan ini juga telah menjadi temuan dari instansi

pengawasan.

Penyusunan renja perangkat daerah yang belum sesuai dengan ketentuan.
Penyusunan perencanaan masih dianggap sebagai dokumen prasyarat yang sekedar
ada sehingga penyelesaiannya dominan hanya pada Sekretariat (subbag
perencanaan) bukan hasil dari diskursus seluruh pihak yang terkait (bidang-
bidang). Akibatnya kualitas penetapan permasalahan/isu strategis, strategi, target

kinerja dan program kegiatan prioritas belum jelas.

Kualitas indikator kinerja masih banyak belum memenuhi kriteria SMART. Kondisi
diakibatkan belum dipahaminya kinerja dan penyusunan indikator kinerja sehingga
hasilnya indikator kinerja yang dipasang belum menggambarkan kinerja yang
dicapai dari kegiatan/program yang dilaksanakan sesuai tugas dan fungsinya.
Perumusan sasaran program kegiatan belum fokus dan jelas sehingga menyulitkan

dalam perumusan indikator kinerjanya.

Perencanaan belum disusun secara cermat dengan mempertimbangkan kesiapan
pendukung pelaksanaan kegiatan seperti kejelasan lokasi, status tanah dan

perencanaan detilnya sehingga banyak kegiatan tidak terlaksana dengan baik dan

gagal.
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e) Lemahnya perumusan prioritas daerah. Penyusunan perencanaan pembangunan
daerah selama ini belum mampu merumuskan prioritas daerah secara jelas dan

terukur melalui pendekatan yang holistik-tematik, integratif dan berbasis spasial.
3. Permasalahan pada pengendalian pelaksanaan rencana pembangunan daerah yaitu :

a) Pengendalian rencana pembangunan daerah belum dilaksanakan secara optimal
sebagaimana diatur dalam Permendagri Nomor 86 Tahun 2017. Kondisi ini akibat
dari masih terjadinya inkonsistensi antar dokumen perencanaan dan dengan

dokumen penganggaran.

b) Pelaksanaan program kegiatan belum didasarkan pada tahapan dan jadwal kegiatan

yang jelas sehingga masih terjadi keterlambatan pelaksanaan kegiatan.
4. Permasalahan pada evaluasi hasil pelaksanaan rencana pembangunan daerah yaitu :

a) Laporan evaluasi hasil pelaksanaan rencana pembangunan daerah tidak tersusun
dengan baik karena banyak kegiatan yang tidak terukur sebagai dampak belum

konsistennya indikator kinerja.

b) Evaluasi baru pada tahap pengukuran kinerja belum mampu menyediakan
rekomendasi perbaikan karena minimnya penyajian data dan identifikasi

permasalahan.

Permasalahan-permasalahan di atas, berdampak pada belum optimalnya capaian kinerja
pembangunan daerah sebagaimana yang telah ditetapkan dalam RPJMD. Beberapa kegiatan
prioritas yang dirancang mengalami kegagalan karena lemahnya perencanaan seperti masalah
kesiapan lahan, dokumen perencanaan dan terdapat sub pekerjaan yang tidak direncanakan

sehingga outcome yang diharapkan tidak terwujud.

Selain permasalahan tersebut, juga perlu diidentifikasi tantangan dan peluang dalam
meningkatkan pelayanan Sekretariat Daerah khususnya sesuai tugas dan fungsinya. Tantangan

perencanaan ke depan diantaranya adalah :

a. meningkatnya tuntutan akan penyelenggaraan pembangunan yang efektif, tepat sasaran
dan tuntas. Kondisi ini menjadi tantangan tersendiri karena ketersediaan dan pemanfaatan
data dalam perencanaan belum optimal disamping belum terimplementasinya
pendekatan perencanaan substantif (tematik-holistik, integrative dan spasial).
Perubahan mindset stakeholder perencanaan yang selama ini menyusun perencanaan
lebih bersifat kegiatan rutinitas setiap tahun menjadi berbasiskan target kinerja yang

jelas masih perlu upaya yang kuat dan berkelanjutan.

b. Menguatnya tuntutan konsistensi perencanaan dan penganggaran yang selama ini

cenderung diabaikan. Kedepan tidak boleh lagi ada kegiatan yang tidak direncanakan
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tetapi dianggarkan. Hal ini adalah salah satu aksi prioritas dalam Rencana Aksi Daerah

Penanggulangan Korupsi Terintegrasi.

Sedangkan peluang yang dapat mendukung peningkatan kualitas perencanaan

pembangunan diantaranya adalah :

a. Kuatnya political will pimpinan dalam meningkatkan kualitas akuntabilitas pemerintah

daerah baik melalui implementasi SAKIP dan roadmap Reformasi Birokrasi;

b. Penyelenggaraan Rencana Aksi Program Penanggulangan Korupsi Terintegrasi yang
merupakan bagian kegiatan koordinasi, supervisi, dan pencegahan korupsi yang didorong

oleh KPK.

Berdasarkan identifikasi permasalahan, tantangan dan peluang maka dapat dirumuskan

isu strategis perencanaan sebagai berikut:

a. Sistem pengelolaan data yang belum optimal
b. Kualitas dokumen perencanaan yang belum optimal;

Kualitas pengendalian dan evaluasi yang belum optimal;

o

a2

kualitas SDM perencanaan yang belum optimal, baik di internal Sekretariat Daerah
maupun pada stakeholder (pelaku fungsi perencanaan di SKPD); dan
e. Kelitbangan belum optimal mendorong inovasi peningkatan kualitas perencanaan

pembangunan.
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BAB III

TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN

3.1.  Tujuan dan Sasaran

Sekretariat Daerah Kabupaten Klungkung sebagai salah satu SKPD di Kabupaten
Klungkung, berdasarkan Perda Kabupaten Klungkung Nomor 9 Tahun 2016 menyelenggarakan
dua bidang urusan pemerintahan fungsi penunjang yaitu perencanaan pembangunan dan

penelitian dan pengembangan.

Tujuan dan Sasaran Rencana Kerja Sekretariat Daerah Kabupaten Klungkung Tahun

2025 adalah sebagai berikut :

a. Tujuan : Terwujudnya tata kelola pemerintahan yang baik.

b. Sasaran :

1) Meningkatnya Penyelenggaraan pemerintahan Sekretariat Daerah
2) Meningkatnya Kinerja Bidang Perekonomian dan Pembangunan

3) Meningkatnya Kinerja Bidang Hukum dan pemerintahan

Tabel 3.1
Tujuan dan Sasaran Rencana Kerja Sekretariat Daerah Kabupaten Klungkung Tahun 2025

ALASAN/ TARGET KINERJA

INDIKATOR KINERJA KONDISI
SASARAN SRATEGIS UTAMA AWAL KONDISI AKHIR | SUMBER DATA
PENJELASAN

2025 (2026 | 2027 | 2028 | 2029

. - o [Penilaian dari K .
Menlngkat_nya Tata KeIIndek_s Reformasi Bir lementrian PAN | 88,09 | 89,7 [91,4| 93 | 945 | 95,8 95,8 Sekrf;\tarlat Daf;'rah
ola Pemerintahan lokrasi RB (Bagian Organisasi)

Sasaran dan indikator sasaran telah ditetapkan sebagai target Indikator Kinerja Utama
SKPD Sekretariat Daerah Kabupaten Klungkung dan merupakan cerminan keberhasilan
pelaksanaan tugas dan fungsi Sekretariat Daerah dalam mengoordinasikan perencanaan dan

pelaksanaan fungsi penunjang di bidang penelitian dan pengembangan
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3.2 Strategi dan Arah Kebijakan

Untuk mencapai sasaran jangka menengah yang telahditetapkan, diperlukan strategi dan
kebijakan yang akan ditempuh oleh Sekretariat Daerah. Berdasarkan gambaran tentang analisis
lingkungan internal dan eksternal yang diperkirakan akan berpengaruh terhadap pencapaian
tujuan dan sasaran Sekretariat Daerah Kabupaten Klungkung dalam kurun waktu lima tahun ke

depan, maka perlu dikembangkan strategi-strategi sebagai berikut

1. Strategi Kekuatan dan Peluang (S-O)

a. Meningkatkan pengelolaan sumber daya aparatur dengan memanfaatkan teknologi
informasi dalam penilaian kinerja dan optimalisasi penerapan tunjangan kinerja berbasis
aplikasi e-kinerja.

b. Menggunakan teknologi informasi dan bekerjasama dengan lembaga pemerintah lain dan
lembaga swasta untuk memperbaiki kualitas pelayanan publik

c. Mengupayakan pengalokasian Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebesar-
besarnya untuk pelayanan publik

d. Meningkatkan kinerja lembaga keuangan mikro dengan memanfaatkan teknologi
informasi dan bekerjasama dengan lembaga pemerintah lain dan lembaga swasta

e. Mendorong praktik-praktik reformasi birokrasi melaluit ransparansi perencanaan,
pengendalian dan evaluasi pelaporan keuangan maupun kinerja melalui kebijakan
pemerintah daerah yang terkait

2. Strategi Kelemahan-Peluang (W-0)

a. Reformasi manajemen kinerja aparatur daerah dengan memanfaatkan teknologi informasi
dan bekerjasama dengan instansi lain

b. Reformasi manajemen pemerintahan daerah melalui penerapan Sistem Pengendalian
Intern yang lebih baik, mengoptimalkan perencanaan dan evaluasi kebijakan, transparasi
pengadaan barang jasa dan menerapkan praktik-praktik terbaik dalam manajemen
pemerintahan

3. Strategi Kekuatan — Ancaman (S-T)

a. Meningkatkan kesadaran masyarakat akan pentingnya kelestarian budaya dan kesadaran
hukum dimulai dari aparatur daerah

b. Meningkatkan pemahaman masyarakat terhadap hukum dan peraturan peundang-
undangan yang berlaku melalui teknologi informasi

4. Strategi Kelemahan-Ancaman (W-T)

a. Mengoptimalkan Sistem Pengendalian Intern untuk meningkatkan sumber daya aparatur

b. Upaya peningkatan partisipasi sektor perbankan dalam memberikan dukungan kepada
lembaga keuangan mikro

¢. Memanfaatkan masyarakat sebagai stake holder pelayanan dalam menilai kinerja aparatur

daerah.
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Berdasarkan asumsi-asumsi tersebut diatas dapat dikemukakan pilihan strategi implementatif
dan hal-hal yang dapat dijadikan model kebijakan oleh Sekretariat Daerah Kabupaten Klungkung
dalam melaksanakan pelayanannya. Strategi dan kebijakan yang ditetapkan akan menjadi bahan
penyusunan program dan kegiatan yang tepat dalam rangka pencapaian sasaran yang telah
ditetapkan dalam perencanaan strategis Sekretariat Daerah Kabupaten Klungkung periode 2024-

2026 sebagaimana tabel berikut ini:
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Meningkatnya
Tata Kelola
Pemerintahan

Tabel 3.2 Sasaran, Strategi dan Kebijakan Sekretariat Daerah Kab. Klungkung
Periode 2025-2029

Meningkatnya Percepatan Reformasi Birokrasi

. Meningkatnya komitmen percepatan reformasi birokrasi

. Efektifnya Kelembagaan

. Diperbaikinya tata laksana

. Meningkatnya Kepatuhan Terhadap Standar Pelayanan Publik

Meningkatnya Meningkatnya kecepatan Respon Pengaduan Masyarakat
Penyelenggaraan Meningkatnya kualitas perencanaan dan Penganggaran
. h . Meningkatnya kinerja perangkat daerah
pemerlnta an Meningkatnya disiplin administrasi pegawai di perangkat daerah
Sekretariat Optimalnya pelayanan kesekretariatan . Meningkatnya kualitas layanan rapat
. Terpenuhinya kebutuhan sarana dan prasarana
Daerah
. Terpenuhinya layanan pimpinan daerah
. Terkelolanya arsip perangkat daerah
Optimalnya pelayanan kehumasan dan . Meningkatnya pelayanan keprotokolan pemerintah dan tamu daerah
keprotokolan pemerintah daerah . Optimalnya publikasi informasi kegiatan pemerintah
. Optimalnya Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa
Meningkatnya kualitas PBJ . Optimalnya Pemanfaatan Sistem Pengadaan
. Optimalnya Pembinaan dan Advokasi PBJ
Meningkatnya Tercapainya program prioritas pembangunan . Terakomodasinya program prioritas dalam perencanaan dan penganggaran
I(inerj a Bidang dlaaain . Optimalnya pengendalian pembangunan daerah
. . Optimalnya evaluasi dan pelaporan pembangunan daerah
Perekonomian R B Loy L =

dan Pembangunan

Meningkatnya pertumbuhan perekonomian

. Terkendalinya Inflasi Daerah

. Optimalnya akses keuangan daerah

. Optimalnya pemasaran produk UMKM

. Meningkatnya kinerja BUMD

Optimalnya pemanfaatan sumber daya air tanah

Meningkatnya
Kinerja Bidang
Hukum dan
pemerintahan

Meningkatnya kualitas tata kelola hukum

. Optimalnya Pembentukan produk hukum Daerah

. Terpublikasinya produk hukum daerah

. Terevaluasinya produk hukum daerah

. Terbinanya kesadaran hukum masyarakat di desa

. Terfasilitasinya Bantuan Hukum Bagi masyarakat/OPD yang memerlukan

Optimalnya pelaksanaan penyelenggaraan
pemerintahan daerah

. Tertibnya administrasi pemerintahan

. Terfasilitasinya kerja sama daerah dalam penyelenggaraan pelayanan publik

. Terpenuhinya standar pelayanan minimal

Meningkatnya upaya kesejahteraan masyarakat

. Optimalnya bina mental spiritual masyarakat

N = (W N = D R W = O S N =0 N = W N =N = N3OV | W R W N = S (W N =

. Tertibnya administrasi hibah kepada masyarakat
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3.3 Program dan Kegiatan

Tahun 2025 adalah tahun terakhir pelaksanaan Rencana Strategis Sekretariat Daerah
Kabupaten Klungkung tahun 2025-2029 yang dituangkan dalam Rencana Kerja Tahun 2025
yang memuat rencana program dan kegiatan, serta kebutuhan dana/pagu indikatif yang
direncanakan untuk dianggarkan dalam APBD. Pada tahun 2025 Sekretariat Daerah Kabupaten
Klungkung merencanakan 3 program, 18 kegiatan dan 46 sub kegiatan. Seluruh program dan
kegiatan yang dirancang diarahkan untuk mencapai sasaran SKPD sehingga dapat menjawab isu
strategis pada Sekretariat Daerah Kabupaten Klungkung dengan arah kebijakan yang difokuskan
pada :

1. Peningkatan ketepatan waktu penyelesaian dokumen rencana pembangunan

daerah melalui Program Perencanaan Pembangunan Daerah;

2. Penyediaan data dan informasi yang valid dan terkini sebagai bahan evaluasi
dan masukan  penyusunan rencana  pembangunan  melalui  Program

Pengembangan Data/Informasi;

3. Peningkatan kualitas pelaksanaan evaluasi hasil pelaksanaan rencana pembangunan
daerah melalui pelaksanaan Program Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan

Daerah;

4. Peningkatan kualitas pengendalian rencana pembangunan daerah yang efektif dan

terpadu melalui Program Pengendalian Perencanaan Pembangunan Daerah;

5. Peningkatan konsistensi perencanaan perangkat daerah melalui pelaksanaan
Program Perencanaan Sosial dan Budaya dan Program Perencanaan Perekonomian,

SDA, Infrastruktur dan Kewilayahan; dan

6. Penyelenggaraan kelitbangan sesuai prioritas pembangunan daerah melalui
pelaksanaan Program Penelitian dan Pengkajian untuk Kebutuhan Penyusunan

Dokumen Perencanaan.

Rumusan  rencana  program dan  kegiatan  perubahan  Sekretariat Daerah

Kabupaten Klungkung tahun 2025 kami tuangkan pada Tabel 3.3 berikut :
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Tabel 3.3
Rumusan Rencana Program dan Kegiatan Sekretariat Daerah Kabupaten Klungkung dalam APBD
Tahun 2025 dan Rencana Perubahan Tahun 2025

DPA Tahun 2025 Renja Tahun 2025 Perubahan
. - Target Kebutuhan Target
. Indikator Kinerja . A . . - . . A
Program dan Kegiatan . Lokasi Capaian Dana/Pagu Kode Program dan Kegiatan | Indikator Kinerja Program/Kegiatan Lokasi Capaian
Program/Kegiatan . o P
Kinerja Indikatif (Rp.) Kinerja

Bertambah
(Berkurang)

Catatan
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Perencanaan,

Perencanaan, Penganggaran, dan Dokumen Perencanaan Setda Penganggaran, dan Presentase Capaian Kinerja Perangkat Setda
2.01 SAAILEACOERNSEATan, Penganggaran Ditetapkan | Kabupaten 90% 23.448.465 2.01 sanggaran, P ] & Kabupaten 90% 17.998.465|  -5.450.000
Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Evaluasi Kinerja Daerah (persen)
Tepat Waktu Klungkung Klungkung
Perangkat Daerah
Dokumen Perencanaan Setda Setda
2.01 Penyusunan Dokumen Perencanaan Penganggaran Tersusun Kabupaten 8 Dokumen 15.283.925 2.01 Pen}l/usunan Renstra dan | Jumlah Dokumen Perencanaan Kabupaten 8 Dokumen 9.833.925 -5.450.000
Perangkat Daerah Renja Perangkat Daerah | Perangkat Daerah
Tepat Waktu Klungkung Klungkung
Laporan Kinerja Terkirim Setda Evaluasi Kinerja Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Setda
2.01 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah P ] ! Kabupaten 31 laporan 8.164.540 2.01 val et U p va J Kabupaten 31 laporan 8.164.540 0
Tepat Waktu Perangkat Daerah Perangkat Daerah
Klungkung Klungkung
Administrasi Keuangan Perangkat laporan Keuangan Terkirim Setda Persentase Laporan Keuangan dan Aset Setda
2.02 & & P e Kabupaten 90% 26.124.918.424 2.02] | Administrasi Kevangan P e Kabupaten 100% 27.279.790.669 | 1.154.872.245
Daerah tepat Waktu Tersusun Tepat Waktu
Klungkung Klungkung
. .. . . . .. . .. Setda
202 Penyediaan Gaji dan Tunjangan Tefpenuhlnyz} Kebutuhan Setda 138 Orang | 26.098.246.644 2.02 Penyedman Gaji dan .lum}ah Orang yang Menerima Gaji dan Kabupaten 138 Orang | 27.253.118.889 | 1.154.872.245
ASN Gaji dan Tunjangan ASN Kab.Klungkung Tunjangan ASN Tunjangan ASN Klungkung
- Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/
Koordinasi dan Penyusunan Laporan .
Keuangan Tersusunnya Laporan Setda Penyusunan Laporan Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Setda
2.02 gan | Keuangan Bulanan dan 14 laporan 26.671.780 2.02 Keuangan Laporan Koordinasi Penyusunan Kabupaten 14 Laporan 26.671.780 0
Bulanan/Triwulanan/Semesteran Kab.Klungkung
SKPD Semester Tepat Waktu Bulanan/Semesteran Laporan Keuangan Klungkung
Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD
Administrasi Kepegawaian St Akt Bt
2.05 Peg Capaian Disiplin aparatur | Kabupaten 100% 364.078.686 2.02 Kepegawaian Perangkat |IP ASN Perangkat Daerah Kabupaten 77,42 322.395.150] -41.683.536
Perangkat Daerah
Klungkung Daerah Klungkung
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. Pendataan dan Setda
2.05] 3 Pendfitfian dgn Pengolah?n Data kepegawaain Setda 60 Dokumen 364.078.686 2.05] 3 | Pengolahan Administrasi Jumlah Dokumeq P.endaFaan dan . Kabupaten 60 Dokumen 322.395.150 -41.683.536
Administrasi Kepegawaian Terupdate Tepat Waktu Kab.Klungkung . Pengolahan Administrasi Kepegawaian
Kepegawaian Klungkung
A 5 Persentase Pemenuhan Setda . p p Setda
0| |[AmiEEs D R Peralatan dan Perlengkapan | Kabupaten 100% 6.998.722.650 aag|| ||ttt | L A LG e Kabupaten 79,07 6.959.512.577]  -39.210.073
Daerah Perangkat Daerah
Kantor Klungkung Klungkung
. Jumlah Bulan Peralatan dan Penyediaan Jasa Setda
2.06| 2 iegyend‘li‘;“aieéaﬁa? dan Perlengkapan Kantor 1S<t:§2;<1 okung |12 Paket 3.720.860.100 2.03] 3 | Peralatan dan i)”‘rl;lih ]f:k:; l])(e;sia:anaf‘anm diakan | KabuPaten 12Paket | 3.789.931.287]  69.071.187
eriengkap N Tersedia Tepat Waktu ~sungiung Perlengkapan Kantor criengkap: or yang Lise Klungkung
. . Persentase pemenuhan Setda Penyediaan Bahan Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor Setda
2.06] 4 | Penyediaan Bahan Logistik Kantor Bahan Logistik Kab.Klungkung 1 Paket 18.750.000 2.06] 4 Logistik Kantor yang Disediakan Kab.Klungkung 1 Paket 18.750.000 0
P . Persentase Pemenuhan Setda Fasilitasi Kunjungan Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan | Setda
2.06| 8 |Fasilitasi Kunjungan Tamu Fasilitasi Kunjungan Tamu | Kab.Klungkung 12 laporan 735.315.800 2.06) 8 Tamu Tamu Kab.Klungkung 12 laporan 878.315.800] 143.000.000
D . . [ Persentase Pemenuhan i Penyelenggaraan Rapat T o .
2.06| o | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi |y o han Rapat Setda 24 Laporan | 2.503.396.000 2.06] 9 | Koordinasi dan Jumlah Laporan Penyelenggaraan Setda 241aporan | 2.253.194.740] -250.201.260
dan Konsultasi SKPD L ... |Kab.Klungkung . Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | Kab.Klungkung
Koordinasi dan Konsultasi Konsultasi SKPD
20610 Penatausahaan Arsip Dinamis pada Persentase Surat Terkelola Setda 2 Dokumen 20.400.750 206l 10 Penatausahaan Arsip Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip | Setda 2 Dokumen 19.320.750 -1.080.000

SKPD

Kab.Klungkung

Dinamis pada SKPD

Dinamis pada SKPD

Kab.Klungkung
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Persentase Pemenuhan

Pengadaan Barang Milik

Pengadaan Barang Milik Daerah Kebutuhan Pelayanan Setda Dacrah Penunian: Persentase Pemenuhan Pengadaan Setda
2.07 Penunjang Urusan Pemerintah L Y Kabupaten 100% 2.769.863.068 2.07 unjang Sarana dan Prasarana Gedung dari Kabupaten 100% 2.777.020.068 7.157.000
Daerah Kedinasan Kepala Daerah Klungkun Urusan Pemerintah Pencadaan Baru Klungkun
dan Wakil Kepala Daerah gkung Daerah & gkung
Pengadaan Sarana dan Prasarana Jumlah pengadaan Sarana Setda g::iijiznpzzfnf ian Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Setda
2.07 Pendukung Gedung Kantor atau dan Prasarana Gedung 3 Unit 2.769.863.068 2.07]11 ukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya | Kabupaten 3 Unit 2.777.020.068 7.157.000
. Kab.Klungkung Gedung Kantor atau -
Bangunan Lainnya Kantor . yang Disediakan Klungkung
Bangunan Lainnya
. - Pemeliharaan Barang
Pemeliharaan Barang Milik Daerah | Persentase Pemenuhan Setda Milik Daerah Penuniane | Persentase BMD vane dipelihara dalam Setda
2.09 Penunjang Urusan Pemerintahan Kebutuhan Pemeliharaan Kabupaten 100% 907.756.408 2.09 . vang R yang dip Kabupaten 100% 907.756.408 0
o Urusan Pemerintahan kondisi baik
Daerah Barang Milik Daerah Klungkung Klungkung
Daerah
Penyediaan Jasa
fodn Pl [l e i
2.09 Y A . unjang 5 Unit 907.756.408 2.09 ! ) atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Kabupaten 5 Unit 907.756.408 0
Kendaraan Perorangan Dinas atau Pemerintah Daerah Kab.Klungkung Kendaraan Perorangan Dinclihara dan dibavarkan Pajaknya Klungkun
Kendaraan Dinas Jabatan Terpelihara Dinas atau Kendaraan p Y Jakny gkung
Dinas Jabatan
.. . Administrasi Keuangan
Administrasi Keuangan dan Persentase Pemenuhan Setda dan Operasional Kepala | Persentase Pemenuhan Kebutuhan Setda
2.11 Operasional Kepala Daerah dan Kebutuhan Pelayanan Kabupaten 100% 1.949.000.736 2.11 Daeraﬁ dan Wakil er ala | Pelayanan Keuanean KDH/WKDH Kabupaten 100% 2.980.675.631] 1.031.674.895
Wakil Kepala Daerah Keuangan KDH/WKDH Klungkung Dacrah P Y g Klungkung
Penyediaan Gaji dan Tunjangan Persentase Pemenuhan Setda ??121}'/::]21“12: a];lian Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan | Setda
2.11 Kepala Daerah dan Wakil Kepala Kebutuhan Gaji dan 2 Orang 1.274.000.736 2.11 Jang pa: Tunjangan Kepala Daerah dan Wakil Kabupaten 2 Orang 2.120.951.631] 846.950.895
. Kab.Klungkung Daerah dan Wakil Kepala
Daerah Tunjangan KDH/WKDH Dacrah Kepala Daerah Klungkung
. . . Persentase Pemenuhan P;nyedlaan Pa'kalan Jumlah Paket Pakaian Dinas dan
Penyediaan Pakaian Dinas dan Kebutuhan Pakaian Dinas Setda Dinas dan Atribut Atribut Kelengkapan Kepala Daerah Setda
2.11| 2 | Atribut Kelengkapan Kepala Dacrah | (<> Hom SR ~I0s ke unekung | 16 Paket 168.724.000 2.11| 2 | Kelengkapan Kepala [+ 7 AF e I8 Bebet Kabupaten 16 Paket 168.724.000 0
dan Wakil Kepala Daerah gkap : grung Daerah dan Wakil Kepala P yang Klungkung

KDH/WKDH

Daerah

Disediakan




Pelaksanaan Medical Check Up Persentase Pemenuhan Setda Pelaksanaan Medical Jumlah Orang yang Mengikuti Medical | Setda
2.11 Kepala Daerah dan Wakil Kepala Medical Check Up Kab Klunekun 2 Orang 16.000.000 2.11 Check Up Kepala Daerah | Check Up Kepala Daerah dan Wakil Kabupaten 2 orang 16.000.000 0
Daerah KDH/WKDH ! giung dan Wakil Kepala Daerah | Kepala Daerah Klungkung
Penyediaan Dana Penunjang Persentase Penyediaan Setda 2 gzgyi(‘l;ianOD:Zsional Jumlah Orang yang Menerima Dana Setda 2
2.11 Operasional Kepala Daerah dan Dana Penunjang Oprasional Kab.Klungkune | Orane/Butan 675.000.000 2.11 Ke, l:i]*; ngierfh dan Wakil Penunjang Oprasional Kepala Daerah | Kabupaten Orang/Bulan 675.000.000 0
Wakil Kepala Daerah KDH/WKDH ~sungiung & P dan Wakil Kepala Daerah Klungkung &
Kepala Daerah
Persentase Pemenuhan e
P Setda Fasilitasi Setda
o) || et maiane 2aan eluiiplizm bt 100% 839.542.550 2,10 || R IRgiiaizst IRGTIiLIE [KEbuilim Refbpsten 100% 839.542.550 0
Sekretariat Daerah Kerumahtanggan ] Kerumahtanggan Sekretariat Daerah
. Klungkung Sekretariat Daerah Klungkung
Sekretariat Daerah
Penvediaan Kebutuhan Rumah Persentase Pemenuhan Setda Penyediaan Kebutuhan Jumlah Paket Kebutuhan Rumah
2.12 Y i u Kebutuhan Rumah Tangga 12 Paket 479.864.050 2.12 Rumah Tangga Kepala Tangga Kepala Daerah yang 12 Paket 479.864.050 0
Tangga Kepala Daerah Kab.Klungkung . o
Kepala Daerah Daerah Disediakan
Penvediaan Kebutuhan Rumah Persentase Pemenuhan Setda Penyediaan Kebutuhan Jumlah Paket Kebutuhan Rumah
2.12 Tany a Wakil Kepala Dacrah Kebutuhan Rumah Tangga Kab.Klunekun 12 Paket 359.678.500 2.12 Rumah Tangga Wakil Tangga Wakil Kepala Daerah yang 12 Paket 359.678.500 0
8 P Wakil Kepala Daerah : grung Kepala Daerah Disediakan
. Setda . Setda
2013/ | | Benataznl Oreanisasi el et A ||z efimztian 95% 332.611.600 13| |Penatian Organisasi e IRGmern Al 112 Rl 95% 304.468.900]  -28.142.700
RB Terealisasi Terealisasi
Klungkung Klungkung
. L . |Jumlah Dokumen . L . R Setda
2.13| 3 |Peningkatan Kinerja dan Reformasi | po o1 oian Kinerja dan | 56192 2 dokumen 332.611.600 2,13| 3 | Peningkatan Kinerja dan |Jumlah Dokumen Peningkatan Kinetja |y a0 2 dokumen 304.468.900]  -28.142.700
Birokrasi e . Kab.Klungkung Reformasi Birokrasi dan Reformasi Birokrasi
Reformasi Birokrasi Klungkung
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Persentase Pemenuhan Setda Setda
2.14 Pelaksapaar} P}‘Otok alldtm Kebutuhan Layanan Kabupaten 100 persen 2.998.864.082 2.14 Pelaksalnaarll P'rotolkol i Persentase‘Pen?enuhan IKEbuiiter Kabupaten 100 persen 3.892.759.662] 893.895.580
Komunikasi Pimpinan P Komunikasi Pimpinan Layanan Pimpinan Daerah
Pimpinan Daerah Klungkung Klungkung
2.14 Fasilitasi Keprotokolan Eii?g?gklg?;l Fasilitasi Kab. Klungkung] 12 laporan 432.074.094 2.14 Fasilitasi Keprotokolan | Laporan Hasil Fasilitasi Keprotokolan | Kab. Klungkung| 12 laporan 395.990.558 -36.083.536
2.14| 2 | Fasilitasi Komunikasi Pimpinan Laporan Hasil Fasilitasi Kab. Klungkung| 12 laporan | 2.543.643.188 2.14| o |Fasilitasi Komunikasi | Laporan Hasil Fasilitasi Komunikasi |y 1 gyunotung| 12 1aporan | 3.473.622.304] 929.979.116
Komunikasi Pimpinan Pimpinan Pimpinan
Laporan Hasil Pendokumentasian Tugas | Laporan Hasil Pendokumentasian
2.14 Pendokumentasian Tugas Pimpinan | Pendokumentasian Tugas | Kab. Klungkung] 12 laporan 23.146.800 2.14 encoku ! ug poran Has u Kab. Klungkung| 12 laporan 23.146.800 0
S Pimpinan Tugas Pimpinan
Pimpinan
5 PROGRAM
PROGRAM PEMERINTAHAN Terwujudnya masyarakat . Setda
DAN KESEJAHTERAAN sadar hukum, tertib dan taat 60 persen 1.852.247.586 e [ e enaten 60 persen | 1.820.660.798| -31.586.788
RAKYAT hukum KESEJAHTERAAN tertib dan taat hukum Klunekun.
RAKYAT S
iltllzlii}ils:f;s?t:;zdam EE Administrasi Tata Terpenuhinya Administrasi Tata pei
2.01 Administrasi Tata Pemerintahan . Kabupaten 100 persen 290.090.480 2.01 . TPEnUY Kabupaten 100 persen 273.713.340] -16.377.140
pemerintahan yang Pemerintahan Pemerintahan
.. o Klungkung Klungkung
ditindaklanjuti
Cakupan Terpenuhinya Setda o S i i . " Setda
2.01| 1 | Penataan Administrasi Pemerintahan | Penataan Administrasi Kabupaten 2 dokumen 222.070.980 201 1 |Penataan Administrasi ) Cakupan Terpenuhinya Penataan Kabupaten 2 dokumen 208.693.840]  -13.377.140
. Pemerintahan Administrasi Pemerintahan
Pemerintahan Klungkung Klungkung
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Pengelolaan Administrasi Cakupan Terpenuhinya Setda Pengelolaan Administrasi Setda
2.01 & Pengelolaan Administrasi | Kabupaten 6 dokumen 5.026.100 4 2.01 & Pengelolaan Administrasi Kewilayahan | Kabupaten 6 dokumen 5.026.100 0
Kewilayahan X Kewilayahan
Kewilayahan Klungkung Klungkung
e . Cakupan Terpenuhinya Setda T Setda
2.01 Fasilitasi Pelaksanaan Otonomi Fasilitasi Pelaksanaan Kabupaten 2 dokumen 62.993.400 14 2.01 FaSllltaS.l Pelaksanaan Fasilitasi Pelaksanaan Otonomi Daerah | Kabupaten 6 dokumen 59.993.400 -3.000.000
Daerah . Otonomi Daerah
Otonomi Daerah Klungkung Klungkung
" 0 Setda Evaluasi Pelaksanaan ] . p Setda
ap||  ||FtsEmem Kabiktam Ul ISt bt 1§ s 899.936.210| 4 200 || e Ressigrm || TCrenuiia Kebifen ik Refbpsten 7 sftamingn 895.157.010|  -4.779.200
Kesejahteraan Rakyat Kesejahteraan Rakyat Kesejahteraan Rakyat
Klungkung Rakyat Klungkung
Fasilitasi Pengelolaan Bina Mental j&un;l?l: I;ee]rjl?i?(li(iir;r? :iif;“g Setda Fasilitasi Pengelolaan Jumlah Kebijakan Bidang Agama, Setda
2.02 o e cama, Kabupaten 1 dokumen 896.754.950 | 4 2.02 1St ge’o Pendidikan, dan Kebudayaan yang Kabupaten 1 dokumen 891.975.750]  -4.779.200
Spiritual Kebudayaan yang Bina Mental Spiritual .
R Klungkung ditetapkan Klungkung
ditetapkan
Jumlah Kebijakan Bidang
Sosial, Tenaga Kerja dan .. . .
BT ’ ) Jumlah Kebijakan Bidang Sosial,
.. . Transmigrasi, Kesehatan, Evaluasi, Pelaksanaan K . .
Pelaksanaan Kebijakan, Evaluasi, Pemberdayaan Perempuan Setda Kebiiakan dan Capaian Tenaga Kerja dan Transmigrasi, Setda
2.02 dan Capaian Kinerja terkait . 4 puan, Kabupaten 1 dokumen 1.057.560 | 4 2.02 eoy 0 -ap Kesehatan, Pemberdayaan Perempuan, | Kabupaten 1 dokumen 1.057.560 0
. : Perlindungan Anak, Kinerja terkait . .
Kesejahteraan Sosial ? Klungkung B . Perlindungan Anak, Pengendalian Klungkung
Pengendalian Penduduk dan Kesejahteraan Sosial
Penduduk dan KB
Keluarga Berencana yang
ditetapkan
.. . Evaluasi, Pelaksanaan ..
Pelaksanaan Kebijakan, Evaluasi, E:g:ﬁzggﬂ:]n o‘ilﬁr‘;ga Setda Kebijakan dan Capaian ;i?n{:r?nlzj;ug;ig Eiibig;l:an Setda
2.02 dan Capaian Kinerja terkait pem L g Kabupaten 1 dokumen 2.123.700| 4 2.02 Kinerja terkait & Kabupaten 1 dokumen 2.123.700 0
. dan Bidang Pariwisata yang B Kepemudaan dan Olahraga serta
Kesejahteraan Masyarakat . Klungkung Kesejahteraan L. Klungkung
ditetapkan Masyarakat Pariwisata
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il Pmdlﬂ.( il Btk 250 Jumlah Produk hukum daerah yang Setda 250
daerah yang ditetapkan Kabupaten Dokumen ditetankan tepat wakt Kabupaten Dokumen
tepat waktu Klungkung oxume ctap °p u Klungkung okume
- - Fasilitasi dan Koordinasi
2.03 Fasilitasi dan Koordinasi Hukum 638.989.506 | 4 2.03 Hukum 628.559.058 -10.430.448
; Setda Setda
[Renstemoc (Cappaitm [YAD Kabupaten 100 Persen Persentase Capaian RAD HAM Kabupaten 100 Persen
HAM
Klungkung Klungkung
Jumlah produk hukum daerah yang
Setda ditetapkan tepat waktu, tidak Setda
203] 1 Fasilitasi Penyusunan Produk Rancangan Produk hukum Kabupaten 250 266.232.070 | 4 2030 1 Fasilitasi Penyusunan bertentaqgar} dquan pgraturan Peruu Kabupaten 250 255.801.622 -10.430.448
Hukum Daerah tepat waktu Dokumen Produk Hukum Daerah yang lebih tinggi dan tidak Dokumen
Klungkung . Klungkung
bertentangan dengan kesusilaan dan
ketertiban umum
Persentase Desa Binaan Setda Setda
S Kabupaten 100 Persen Persentase Desa Binaan Sadar Hukum | Kabupaten 100 Persen 0
Sadar Hukum
Klungkung Klungkung
e Fasilitasi Bantuan
2.03| 2 ] Fasilitasi Bantuan Hukum 345.915.668 | 4 2.03] 2 345.915.668 \
Hukum
. Setda Setda
Persentase Capaian RAD Kabupaten 100 Persen Persentase Laporan RAD HAM Kabupaten 100 Persen 0
HAM
Klungkung Klungkung
Setda Pendokumentasian Setda
203l 3 Pendokumentasian ?roduk Hukum Jumlah dokgmep hukum Kabupaten 250 26.841.768 | 4 203l 3 Produk Hukum dan ) Jlllmlélh dolfumen hukum yang Kabupaten 250 26.841.768 ol
dan Pengelolaan Informasi Hukum | yang dipublikasikan Dokumen Pengelolaan Informasi dipublikasikan Dokumen
Klungkung Klungkung
Hukum
Terpenuhinya kebutuhan SR Fasilitasi Kerjasama Terpenuhinya Kebutuhan Kerja Sama B
2.04 Fasilitasi Kerjasama Daerah D 4 Kabupaten 100 persen 23.231.39014 2.04 ] P Y J Kabupaten 100 persen 23.231.390 0
Kerjasama Daerah Daerah Daerah
Klungkung Klungkung
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. Setda L . . . Setda
2.04 Fasilitasi Kerja Sama Dalam Negeri Tcrpcnuhlnya chutuhanl Kabupaten 12 dokumen 22.683.210 |4 2.04 Fasilitasi Kcr!a Sama Tcrpcnuhmyg Kebutuhan Kerjasama Kabupaten 12 dokumen 22.683.210 0
Kerja Sama Dalam Negeri Dalam Negeri Dalam Negeri
Klungkung Klungkung
Terpenuhinya Kebutuhan Setda Fasilitasi Kerja Sama Terpenuhinya Kebutuhan Kerja Sama Setda
2.04 Fasilitasi Kerja Sama Luar Negeri penuhiny Ltuhal Kabupaten 0 dokumen 348.700 | 4 2.04 &1 crpenuhinya B.eoutu ) Kabupaten 0 dokumen 348.700 0
Kerja Sama Luar Negeri Luar Negeri Luar Negeri
Klungkung Klungkung
Terlaksananya Evaluasi Setda Evaluasi Pelaksanaan Setda
2.04 Evaluasi Pelaksanaan Kerja Sama . ya Bvaluast Kabupaten 1 laporan 199.480 | 4 2.04 vau Terlaksananya Evaluasi Kerja Sama Kabupaten 1 laporan 199.480 0
Kerja Sama Kerja Sama
Klungkung Klungkung
. PROGRAM
PDI;?\IG}%/I;&I%%)AN}? R P;rs;t:amse capaian program 100 persen 4 PEREKONOMIAN Persentase capaian program prioritas 100 persen
PRI DAN PEMBANGUNAN
Setda Setda
Kabupaten 455.216.932 Kabupaten 424.996.414] -30.220.518
Klungkung Klungkung
Indeks Tata Kelola
Pengadaan Kabupaten 90 Indeks Ll lgfin LGalola e i 90 Indeks
Kabupaten Klungkung
Klungkung
. . Terpenuhinya layanan Setda . . . .. Setda
201| [|FPelaksanaan Kebijakan bidang Pembangunan dan | Kabupaten 100 persen 92.019.408 | 4 201| [|EveluasiPelaksanaan IMeningkatnya layanan Kebijakan |y oien 100 persen 83.162.594|  -8.856.814
Perekonomian g Kebijakan Perekonomian | Bidang Pembangunan dan Ekonomi
Perekonomian Klungkung Klungkung
Koordinasi, Sinkronisasi, 525?3:12::1 t/iiﬁlﬁlrllnngl Setda gazog\j:ﬁj ll;lsll(n:;lo:l‘(i‘;s‘ Laporan hasil Monitoring dan Evaluasi | Setda
2.01 Monitoring dan Evaluasi Kebijakan Pengelolaan ]§UMD d;; Kabupaten 6 Laporan 46.204.420] 4 2.01 Pen clola;n BUMJD dan pelaksanaan Pengelolaan BUMD dan | Kabupaten 6 Laporan 43.484.420 -2.720.000
Pengelolaan BUMD dan BLUD s Klungkung e BLUD Klungkung

BLUD

BLUD
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Pengendalian dan Distribusi Laporan Hasil pengawsan | Setda Pengendalian dan Laporan Hasil pengawsan dan Setda
2.01 & . u dan pengendalian Kabupaten 4 laporan 39.549.978 2.01 ngenda . P ASE pengaw: Kabupaten 4 Laporan 33.413.164 -6.136.814
Perekonomian > Distribusi Perekonomian | pengendalian ketersediaan pangan
ketersediaan pangan Klungkung Klungkung
Jumlah Dokumen Hasil .
Perencanaan dan Pengawasan b d Setda Perencanaan dan Jumlah Dokumen Hasil Perencanaan | Setda
2.01 Ekonomi Mikro kecil erencanaan dan Kabupaten 4 Dokumen 6.265.010 2.01 Pengawasan Ekonomi dan Pengawas Ekonomi Mikro Kecil | Kabupaten 4 Dokumen 6.265.010 0
ie”glawas Ekonomi Mikro Klungkung Mikro kecil Klungkung
ecl
o] " Prosentase Pelaksanaan Setda o] p Setda
2.02 ol i At Pembangunan Daerah Kabupaten 90 persen 101.286.930 2.02 Adtmiukifesd [Pepgains Pe}aksanaan iEubanzinay Kabupaten 90 persen 90.752.860] -10.534.070
Pembangunan g Pembangunan Daerah sesuai rencana
sesuai rencana Klungkung Klungkung
[ Dokumen Hasil Fasilitasi Setda L . e Setda
2.02 Fasilitasi Penyusunan Program Penyusunan Program Kabupaten 2 Dokumen 13.605.400 2.02 Fasilitasi Penyusunan Dokumen Hasil Fasilitasi Penyusunan Kabupaten 2 Dokumen 12.205.400 -1.400.000
Pembangunan Program Pembangunan | Program Pembangunan
Pembangunan Klungkung Klungkung
. " . Laporan hasil pengendalian | Setda Pengendalian dan . . . Setda
2.02 Pengendalian dan Evaluasi Program dan Evaluasi program Kabupaten 12 laporan 13.190.340 2.02 Evaluasi Program Laporan hasil pengendalian dan Kabupaten 12 Laporan 13.190.340 0
Pembangunan Evaluasi program Pembangunan
Pembangunan Klungkung Pembangunan Klungkung
Pengelolaan Evaluasi dan Pelaporan Laporan hasil Evaluasi dan | Setda Pengelolaan Evaluasi dan Laporan hasil Evaluasi dan pelaporan Setda
2.02 & pora pelaporan pelaksanaan Kabupaten 12 laporan 74.491.190 2.02 Pelaporan Pelaksanaan ap pelap Kabupaten 12 Laporan 65.357.120 -9.134.070
Pelaksanaan Pembangunan pelaksanaan pembangunan
pembangunan Klungkung Pembangunan Klungkung
Pengelolaan Pengadaan Barang dan SR Pengelolaan Pengadaan B
2.03 S S & Level Kematangan UKPBJ | Kabupaten 4 Level 240.840.496 2.03 t & Level Kematangan UKPBJ Kabupaten 4 Level 233.847.676]  -6.992.820
Jasa Barang dan Jasa
Klungkung Klungkung
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Jumlah Dokumen Hasil Setda . Setda
203 Pengelolaan Pengadaan Barang dan Pengelolaan Kabupaten 12 Dokumen | 160.434.798 203l Pengelolaan Pengadaan | Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Kabupaten 12 Dokumen 160.434.798 0
Jasa Barang dan Jasa Pengadaan Barang dan Jasa
Pengadaan Barang dan Jasa | Klungkung Klungkung
Pengelolaan Layanan Pengadaan JLI;mallz};r? olumen Hast petda Pengelolaan Layanan Jumlah Dokumen Hasil Layanan setda
2.03 & Y & Y Kabupaten 12 Dokumen 32.480.000 2.03] 2 | Pengadaan Secara | o Y Kabupaten 12 Dokumen 32.480.000 0
secara Elektronik Pengadaan Secara - Pengadaan Secara Elektronik
X Klungkung Elektronik Klungkung
Elektronik
Pembinaan dan Advokasi Pengadaan JMu::faihkStﬁ?egrgSi]:ian petda Pembinaan dan Advokasi gﬁfi};a%ang yane Menglkut peida
2.03 & 2 . Kabupaten 120 Orang 47.925.698 2.03] 3 | Pengadaan Barang dan . Kabupaten 120 Orang 40.932.878 -6.992.820
Barang dan Jasa dan Advokasi Pengadaan dan Advokasi Pengadaan Barang dan
Klungkung Jasa Klungkung
Barang dan Jasa Jasa
Pemantauan Kebijakan Sumber Cakupan Fasilitasi kegiatan petds Pemantauan Kebijakan | Cakupan Fasilitasi kegiatan bidan pesds
2.04 J axup & Kabupaten 100 persen 21.070.098 2.04 J P & & Kabupaten 100 persen 17.233.284 -3.836.814
Daya Alam bidang Sumber Data Alam Sumber Daya Alam Sumber Data Alam
Klungkung Klungkung
Jumlah  Dokumen Hasil
Koordinasi,Sinkronisasi, Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi,
dan Evaluasi Kebijakan Setda Koordinasi. Sinkronisasi Sinkronisasi, dan Evaluasi Kebijakan Setda
Koordinasi, Sinkronisasi, dan Urusan Energi dan Air > . > | Urusan Energi dan Air Pekerjaan
2.04 Evaluasi Kebijakan Energi dan Air Pekerjaan  Umum  dan Kabupaten 6 Dokumen 21.070.098 2.04] 2 | dan E‘{aluas1 Kebl]akan Umum dan Penata Ruang, Kabupaten 6 Dokumen 17.233.284 -3.836.814
Klungkung Energi dan Air Klungkung

Penata Ruang,Perumahan
Rakyat dan  Kawasan
Pemukiman,Pertanahan

Perumahan Rakyat dan Kawasan
Pemukiman, Pertanahan
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BAB IV
PENUTUP

Dokumen Perubahan Renja Sekretariat Daerah Kabupaten Klungkung Tahun 2025
merupakan dokumen perencanaan yang harus dipedomani untuk memberikan arah bagi
pelaksanaan program dan kegiatan selama tahun 2025 di lingkup Sekretariat Daerah Kabupaten
Klungkung. Perubahan Renja Sekretariat Daerah Kabupaten Klungkung tahun 2025 berpedoman
kepada Perubahan RKPD Tahun 2025 dan telah memuat hasil evaluasi pelaksanaan program dan
kegiatan hingga triwulan I tahun anggaran 2025, serta memuat permasalahan yang dihadapi oleh
Sekretariat Daerah Kabupaten Klungkung dalam pelaksanaan program dan kegiatan.

Dalam hal adanya kebijakan terkait kondisi keuangan daerah yang akan mempengaruhi
pelaksanaan Perubahan Renja ini maka optimalisasi dalam pelaksanaan isi Perubahan Renja ini
melalui perubahan strategi pelaksanaan merupakan hal penting yang perlu diupayakan dalam
rangka mewujudkan kelancaran pelaksanaan program dan kegiatan yang telah direncanakan,
sesuai dengan kewenangan urusan penunjang yang diemban oleh Sekretariat Daerah Kabupaten
Klungkung sebagai salah satu perangkat daerah di lingkup Pemerintah Kabupaten Klungkung.
Oleh karena itu, sangat diharapkan adanya dukungan dari seluruh pihak yang terkait dengan
pelaksanaan isi Perubahan Renja Sekretariat Daerah Kabupaten Klungkung Tahun 2025 ini.

\ BuPATI KLUNGKUNG,

AIDE SATRIA
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